
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan Tim 

Teknis JDIH KPU Kabupaten/Kota terdiri atas sub 

bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum 

pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dan dapat 

melibatkan sub bagian di bidang terkait untuk 

berkoordinasi dalam kelancaran tugas; 

b. bahwa susunan dan struktur Tim Teknis JDIH KPU 

Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dalam 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Jembrana Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan 

Tim Pengelola J aringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Jembrana, dinilai belum optimal dan perlu melibatkan 

Subbagian di bidang terkait untuk berkoordinasi 

dalam kelancaran tugas, sehingga perlu diubah; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

Bab III Bagian C angka 2 huruf c butir 2 Lampiran 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Menimbang 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA, 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA 

NOMOR 10 TAHUN 2025 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 400 TAHUN 2024 

TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI 

DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATENJEMBRANA 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATENJEMBRANA 

l~ALINANI 

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana



1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lem bar an Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Jembrana tentang Perubahan atas 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Jembrana Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan 

Tim Pengelola J aringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Jembrana; 
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 201 7 ten tang Pemilihan Umum 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5149); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6400); 

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 82); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 ten tang Tata Kerja Komisi Pemilihan Um um, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 8 Tahun 2019 ten tang Standar Pengelolaan 

Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 

2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas 
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Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Jembrana Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan 

Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Jembrana; 

Nomor 

Teknis 

Pemilihan Umum 

ten tang Pedoman 

15. Keputusan Komisi 

10/HK.04/08/2022 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1505); 

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258); 

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 

di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 53); 

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 

2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi 

Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799); 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT 
KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATENJEMBRANA 
Kepala Subbagian Teknis 

~~~~~araan Pernilu, Partisipasi 
,~fl""t'.~~~an Masyarakat, 

I KETUT ADI SANJAYA 

ttd. 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN JEMBRANA, 

Ditetapkan di Negara 
pada tanggal 9 Januari 2025 

KESATU Mengubah ketentuan Lampiran Keputusan Kornisi 

Pernilihan Urnurn Kabupaten Jernbrana Nornor 400 Tahun 

2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan 

Dokurnentasi dan Inforrnasi Hukurn Kornisi Pernilihan 

Urnurn Kabupaten Jernbrana, yaitu pada susunan dan 

struktur Tim Teknis JDIH KPU Kabupaten Jernbrana 

sehingga rnenjadi sebagairnana tercanturn dalam 

Lampiran Keputusan yang rnerupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUA 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA 

NOMOR 400 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM 

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

JEMBRANA. 

Menetapkan 
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TIM PENGELOLA 
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

(JDIH) 
KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KABUPATENJEMBRANA 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATENJEMBRANA 
NOMOR 10 TAHUN 2025 
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN 
KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
JEMBRANA NOMOR 400 TAHUN 2024 
TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA 
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 
HUKUM KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATENJEMBRANA 
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I KETUT ADI SANJAYA 

ttd. 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN JEMBRANA, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT 
KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATENJEMBRANA 

AeFJ~a~ ubbagian Teknis 
DJ-J~~~~faraan Pemilu, Partisipasi 

D\ll;l.)ai3m Masyarakat, 

Ditetapkan di Negara 
pada tanggal 9 Januari 2025 

No. Susunan Nama Jabatan 

(1) (2) (3) (4) 

A. Tim Pembina 1. I Ketut Adi Sanjaya Ketua KPU 
Kabupaten Jembrana JDIH 

Anggota KPU 2. Dewa Putu Gede Oka Kabupaten Jembrana 

3. Gusti Ayu Putu Sudiastari Anggota KPU 
Kabupaten Jembrana 

4. I Ketut Adi Angga Ratana Anggota KPU 
Kabupaten Jembrana 

5. Sa'rani Anggota KPU 
Kabupaten Jembrana 

6. I Gusti Ayu Ardani, S.Kom., M.A.P. Sekretaris KPU 
Kabupaten Jembrana 

Kepala Subbagian 

B. Tim Teknis 1. I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H., M.H. Teknis Penyelenggaraan 
JDIH Pemilu, Partisipasi 

dan Humas 
Kepala Subbagian 

2. I Nyoman Giri Gunadi, S.H. Hukum dan Sumber Daya 
Manusia 

Kepala Subbagian 
3. I Dewa Made Dharma Wiratama, S.E. Perencanaan, Data 

dan lnformasi 
Kepala Subbagian 

4. Desak Made Dwi Widiantari, S.A.P. Keuangan, Umum, 
dan Lozistik 

Staf Pelaksana Subbagian 

5. Fahri Rezki Rahman, S. I. P. Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu, Partisipasi 

dan Humas 

6. I Komang Edi Wirawan, S.I.P. Penata Kelola Pemilihan 
Umum Ahli Pertama 

7. I Nyoman Artana Staf Pelaksana 
Subbagian Hukum 

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 
KOMIS! PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA 
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I KETUT ADI SANJAYA 

ttd. 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN JEMBRANA, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT 
KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KABUPATENJEMBRANA 

Ditetapkan di Negara 
pada tanggal 9 Januari 2025 

Ml'IM-......._T ..... 
PutJ prm,..,Par \ : .. ..._ 

i 

T T T 
l 

T T T 

STRUKTUR TIM PENGELOLA 
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA 
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